KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN

PEMERINTAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TENTANG

PENINGKATAN KUALIFIKASI SUMBERDAYA MANUSIA PENYULUHAN PERTANIAN
MELALUI PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA IV DI STPP MALANG

NOMOR : 1426/SM.210/J.9.2/05/17
NOMOR : 197/04.a/PEM/V/2017

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (2/5/2017), yang bertanda
tangan di bawah ini:

1. Dr.Ir. Siti Munifah, M.Si :  Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang yang
berkedudukan di JI. Dr. Cipto 144-A Bedali, Lawang Malang
65200, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah
Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang yang selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

2. Ir. Sofian Raga, M.Si :  Walikota Tarakan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan
' Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64-223 tahun 2014, tanggal
10 Januari 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota
Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, bertindak atas dan untuk
nama Pemerintah Kota Tarakan, berkedudukan di Jalan
Kalimantan No. 1, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kedudukan
masing-masing sebagaimana tersebut di atas, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu
Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

(1) Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Pendidikan organik Kementerian Pertanian, di bawah Koordinasi Pusat Pendidikan Pertanian
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) yang
memiliki tugas penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.
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(2) Pemerintah Kota Tarakan merupakan Pemerintah Daerah penyelenggara urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak
guna memperoleh hasil yang maksimal dalam Pelaksanaan Pembangunan Pertanian dan
Perwujudan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Potensi dalam Bidang
Usaha Pertanian di Wilayah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan llmu Pengetahuan, Keterampilan dan
Sikap Sumber Daya Manusia di bidang pertanian dalam mewujudkan Pembangunan bidang
pertanian di Daerah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah meliputi kegiatan:

(1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian
Malang;

(2) Meningkatkan mutu Penelitian dalam Pengembangan Potensi di Wilayah Daerah Kota Tarakan
Provinsi Kalimantan Utara; dan

(3) Memberdayakan Masyarakat pada Wilayah Daerah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

OBJEK KERJA SAMA
PASAL4

Objek kerja sama ini adalah Masyarakat Kota Tarakan lulusan SMK-PP/SMK Pertanian/SMU/MA
atau sederajat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

BENTUK KERJA SAMA
PASALS5

Bentuk Kesepakatan Bersama ini meliputi:

(1) Pendidikan dan Pelatihan;

(2) Penelitian;

(3) Pengabdian pada Masyarakat; dan

(4) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

PELAKSANAAN
Pasal 6

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang
mengatur hal-hal lain yang dipandang perlu disusun dan disetujui bersama PARA PIHAK yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
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PEMBIAYAAN
Pasal 7

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja
Sama yang ditentukan oleh PARA PIHAK, berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing,
serta bantuan dari pihak lain yang penerimaan dan pengeluarannya sesuai dengan ketentuan dan
perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU
Pasal 8

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) Bulan sejak ditandatangani
dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Setiap 1 (satu) Tahun sekali kedua belah pihak dapat mengadakan evaluasi untuk menentukan
tindak lanjut.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan oleh PARA PIHAK didalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini,
maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam
addendum dan/atau ditindaklanjuti dalam suatu perjanjian kerja sama yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya di atas kertas
bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Naskah asli
pertama untuk PIHAK KEDUA dan naskah asli kedua untuk PIHAK PERTAMA, serta dapat
diperbanyak sesuai kebutuhan PARA PIHAK.
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